BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Ombudsman

1. Pengertian Ombudsman

Kata ombudsman berasal dari bahasa swedia yang artinya wakil

yang syah dari rakyat (representative). Di beberapa negara kita ombudsman

diadopsi penuh, sedangkan disebagian negara lainnya diartikan dalam

termiologi bahasa masing-masing seperti antara lain :

1.

10.

11.

12.

13.

Defensor del Poeblo digunakan di sejumlah negara berbahasa Spanyol

(seperti Spanyol, Argentina, Peru, dan Columbia).

. Parliamentary Commissioner for Administration di Srilangka dan Inggris
. Le Mediateur de la Republique di Prancis, Gabon, Mauritania, Snegal.

. Public Protector di Afrika Selatan.

Protector du Citoyen di Quebec, Kanada

. Volksanwaltschaft di Austria
. Public Complaint Commission di Nigeria
. Provedor de justica di Portugal

. Fifenso Vivico di Italia

Investigator-General di Gambia
Commissioner for human Rights di Hungaria
Avocatul Poporului di Hungaria

Citizens Aide di Lowa (AS)

21



22

14. Parmanent Commission of Enguiry di Republik Tanzania serikat
15. Commission of Investigation di Zambia
16. Wafaqi Muhtasib di Pakistan
17. Lok Ayukta di India
Penamaan itu disesuaikan dengan fungsi dari lembaga-lembaga
tersebut. Jadi tidak ada keharusan untuk menggunakan istilah Ombudsman
dalam menamai serupa dimaksud’ oleh IOI (International Ombudsman
Institute). Perlindungan ini dimaksudkan agar ada kriteria untuk
keanggotaan  Organisasi internasional tersebut, mengingat istilah
Ombudsman saat ini sudah terlalu banyak digunakan oleh lembaga-lembaga
yang serupa namun tidak independen °.
Dalam ensiklopedia Columbia, Ombudsman diartikan dengan :
“as a government agent serving as an intermediary between citizens
and government bereucracy the ombudsman is usully independent,
impartial, universally accessible and empowered only to
recommended ™"
“Agen pemerintah yang melalui fungsi mediasi antara masyarakat
dengan penyelenggara atau aparat pemerintahan, Ombudsman
biasanya bersifat independen, tidak berat sebelah, umum dan

berwenang hanya untuk rekomendasi”.

®Aziz Syamsuddin, Ombudsman Republik Indonesia Merengkuh Keluhan Rakyat,
‘menjewer’ sang pejabat, (Jakarta: tp, 2009), h.53-54

YThe Columbia Encyclopedia, sixth Edition, Columbia University Press, 2001., dakses
melalui www.defenisi Ombudsman.com, diakses pada 25 desember 2015


http://www.defenisi/
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Sedangkan American Bar Association menjelaskan mengenai

Ombudsman dengan :
“The Ombudsman is an office Provided for by the constitution or by action
of the legislature or parliament and headed by an independent, high level
public official who is responsible to the legislature or parliament, who
receives complaints from aggrieved persons against government agencies
officials and amployees or who acts on his own motion and who has the
power investigate, recommend action and issue reports*®.

Yang artinya “Ombudsman adalah perkantoran yang menyajikan
suatu konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan memimpin dengan
suatu konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan memimpin dengan
suatu indepedensi , pejabat resmi dengan level tinggi yang mana
mempunyai tanggungjawab kepada badan legislasi, yang mana menerima
keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, pegawai
negari dan karyawan atau perbutatan yang berlawanan dengan ketentuan,
Ombudsman mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelidikan,
menganjurkan aksi kebenaran dan laporan pokok persolan.

Dalam Forum yang membicarakan Ombudsman biasanya kita akan
menemukan pertanyaan “makanan atau makhluk apakah Ombudsman itu ?”.
Di Sumatera Utara misalnya, ada makanan yang namanya Ombus-Ombus.

Dibuat dari tepung beras, gula dan kelapa, rasanya lezat sekali. Dalam

18 1bid
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sebuah seminar di Medan beberapa tahun lalu ada yang menanyakan apakah
hubungan Ombudsman dengan Ombus- Ombus? Membicarakan
Ombudsman memang sama menariknya dengan membahas kue Ombus-
Ombus dari Medan *°.

Pada BAB | Pasal 2 Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi
Ombudsman Nasional yang berbunyi “ Ombudsman Nasional adalah
lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan bersifat
mandiri, serta berwenang melakukan Kklarifikasi, monitoring atau
pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara
khususnya pelaksanaan oleh aperatur pemerintahan termasuk lembaga
peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 2°.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Ombudsman RI)
pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Ombudsman Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
wewenang mengawasi penyelenggara pelayanan publik baik yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD, Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan

publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

Budhi Masturi, Mengenal Ombudsman Indonesia, (Jakarta: PRADNYA PARAMITA,
2005), h.1
_jhat Keppres No 44 tahun 2000



25

pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) .
. Sejarah Ombudsman

Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di
Swedia. Meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah negara
pertama yang membangun system pengawaan Ombudsman. Bryan Gilling
dalam tulisannya berjudul the Ombudsman In New Zealand mengungkapkan
bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat institusi tribunal plebis
yang tugasnya hamper sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-hak
masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan.
Model pengawasan Ombudsman juga telah banyak ditemui pada masa
kekaisaran Cina. Dan yang paling menonjol adalah ketika pada tahun 221
SM Dinasti Tsin mendirikan lembaga pengawas bernama control yuan atau
censorate yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat
kekaisaran (pemerintah) dan bertindak sebagai “perantara” bagi masyarakat
yang ingin menyampaikan aspirasi, laporan atau keluhan kepada Kaisar.
Sampai saat ini control yuan juga digunakan untuk menamakan
Ombudsman di Taiwan, vyaitu lembaga yang antara lain berwenang
engawasi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan peradilan di

Taiwan 2.

2! ihat pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 37 tahun 2008
22 Budhi Masturi, op.cit., h. 1-2
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Dean M Gottehrer, mantan Presiden Asosiasi Ombudsman Amerika
Serikat menemukan bahwa pada dasarnya Ombudsman berakhir dari
prinsip-prinsip keadilan yang menjadi bagian dari pengawasan dalam
system ketatanegaraan Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada masa Khalifah
Umar Bin Khattab (634-644 SM) yang saat itu memposisikan diri sebagai
Mubhtasib. Yaitu orang yang menerima keluhan dan juga menjadi mediator
dalam mengupayakan proses perselisihan antara masyarakat dengan pejabat
pemerintah. Tugas sebagai Muhtasib dijalankan oleh Khalifah Umar Bin
Khattab dengan cara penyamaran 2.

Meskipun sejarah pengawasan Ombudsman tertua lahir pada masa
pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, dalam literatur-literatur tentang
Ombudsman umumnya disebutkan bahwa ide pembentukan institusi
Ombudsman pertama kali datang dari Raja Swedia Charles XII (1697-
1718). Swedia adalah negara monarki yang menganut sistem pemerintahan
demokratik parlementer. Sebelum tahun 1809 terjadi situasi politik yang
tidak stabil karena adanya ancaman monarki otokratik dan kekusaan yang
tidak terkendali. Pada tahun 1709 Raja Charles XI1 melarikan diri dari Turki
karena kalah perang dengan Rusia dalam The Great Northem War (1700-

1721). Dalam keadaan vacuum kekuasaan saat itu Swedia menjadi kacau

ZDalam sejarah Islam diriwayatkan ketika Kholifah Umar Bin Khottob melakukan
perjalanan penyamarannya, beliau dilapori oleh seorang Yahudi tua dan miskin yang tanahnya
terkena proyek pemerintah tanpa rugi secara layak. Mendengar keluhan Yahudi tua tersebut,
secepatnya Kholifah Umar Bin Khotton mengirimkan hadiah kepada Gubernur berupa sepotong
tulang yang digerat dengan mata pedangnya. Karena kewibawaan Umar bin Khottob sebagai
Kholifah, maka saat itu juga Gubernur menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah tersebut
dengan penuh keadilan,
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balau. Raja Charles XII yang masih dalam pengasingan di Turki mengetahui
keadaan tersebut. Kemudian la memerintahkan agar dibentuk sebuah
lembaga yang dapat berfungsi melakukan pengawasan dalam rangka
meminimalisir kekacauan yang terjadi. Maka dibentuklah office of the
King’s Highes Ombudsman’ (Highest Ombudsman). Awalnya lembaga ini
dibentuk sebagai pengganti Raja yang saat itu sedang berada di
pengasingan?”.

Sejalan dengan itu, terjadi perubahan lebih signifikan pada tubuh
office of the King’s Highes Ombudsman’ (Highest Ombudsman). Pada
masa-masa sebelumnya, dengan kekuasaan Raja memilih seorang
Ombudsman namun sejak tahun 1766 kekuasaan tersebut beralih kepada
parlemen, untuk pertama kailinya dalam sejarah Ombudsman Swedia,
seorang Chancellor of Justice dipilih oleh parlemen, tidak lagi oleh Raja.
Langkah parlemen dilandasi oleh ketidakpercayaan kepada kemampuan
Raja dalam memilih orang yang tepat dan sesuai mengemban tugas sebagai
Chancellor of Justice. Peristiwa itu menandai kelahiran konsep Ombudsman
Parlemen (Parliamentary ombudsman). Pada tahun 1809, Swedia
mencanangkan konstitusi baru dimana asas keseimbangan kekuasaan antara
Raja dan Perlemen mulai diterapkan (The Princple of Balance of Power

between the king and Riksdag) .

Zhwmww.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-dan-
perkembangan- ombudsman-di-indonesia. diakses pada tanggal 20 september 2016 pukul 17:58
#Budhi Masturi, Loc.cit



http://www.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-dan-perkembangan-%20ombudsman-di-indonesia
http://www.spocjournal.com/ekonomi/manajemen/504-sejarah-pembentukan-dan-perkembangan-%20ombudsman-di-indonesia
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3. Ombudsman Indonesia

Pasca reformasi konstitusi sebanyak empat kali, pemerintah pun
laten mendirikan lembaga-lembaga negara baru. Sehingga tak
jarang  fungsi lembaga-lembaga tersebut saling tumpang-tindih dengan
lembaga negara yang telah dibentuk sebelumnya® .

Keberadaan lembaga ombudsman nasional demikian juga
menimbulkan beberapa pertanyaan. Ditinjau dari segi pemerintahan,
apakah fungsi yang dijalankan oleh ombudsman nasional tersebut tidak
tumpang tindih dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga negara
yang ada saat ini, mengingat fungsi pengawasan (control) terhadap
pemerintah dan lembaga peradilan juga telah dijalankan oleh lembaga-
lembaga dan sejumlah lembaga pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya
masing-masing. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
berwewenang memeriksa penggunaan keuangan Negara, DPR dengan hak
meminta keterangan dan hak mengajukan pertanyaan mempunyai
kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan dalam
perubahan kedua UUD 1945, fungsi pengawasan telah dipertegas
sebagai salah satu diantara tiga fungsi DPR .

Potret dinamika Ombudsman di Indonesia dapat dikategorisasikan
ke dalam dua priode, yaitu (1) priode sebelum penerbitan UU Ombudsman

RI dan (2) priode setelah UU Ombudsman RI.

h. 10

26Jimli Assiddigie, Sengketa kewenangan Antar Lembaga, ( Jakarta : KON press, 2005).
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B. Priode sebelum Terbit UU Ombudsman RI
1. Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman
Nasional (KON).

Pada 8 desember 1999, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan
Lembaga Ombudsman, namun ternyata Keppres tersebut keluar dari
kesepakatan sebelumny antara Presiden, Jaksa Agung, dan Antonius Sujata.
Keppres Nomor 155 Thaun 1999 hanya membentuk Tim Pengkajian
Ombudsman, sedangkan lembaga Ombudsman secara Konkrit tidak jadi
dibentuk.

Pada tahun 2000 barulah terealisasi pembentukan Ombudsman,
padahal wacana pembentukan telah berkembang lama. Tepatnya pada
tanggal 20 maret 2000. Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres
(pengganti) Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi
Ombudsman Nasional yang sekaligus menetapkan ketua, wakil ketua dan
anggota Ombudsman '

Sejak awal berdiri tampaknya Ombudsman memang memilih untuk
bersikap low profile. Sikap ini secara objektif dapat dimaklumi karena
Ombudsman masih dalam proses membangun kapasitas kerja dan secar
politis kedudukan keputusan Presiden juga sangat rentan terhadap

“Fluktuasi” politik yang berkembang. Tindakan Hight profile tanpa disadari

" 1bid., h. 57-59
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perhitungan matang justru akan menjadi kontra produktif bagi Ombudsman
yang sedang membangun eksistensi. Bagaiman bila dibandingkan dengan
undang-undang. Keputusan presiden lebih lemah kedudukannnya karena
dapat dan lebih mudh dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden. Strategi Low
Profile tersebut justru menjadikan Ombudsman semakin memperoleh
dukungan dari pihak-pihak eksternal.Dukungan tersebut dapat diinventarisir
antara lain dari pencantuman Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2000 tentang Propenas®.

Sampai dengan diterbitkannya TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001
yang memberi mandat kepada eksekutif dan legislative agar menyusun
undang-undang Ombudsman. Bahkan yang terakhir, komisi Konstitusi
memasukkan usulan pasal tentang Ombudsman dalam naskah Amandemen
UUD 1945 yang mereka susun dan telah diserahkan kepada MPR periode
1945-2004.usulan pengaturan Ombudsman dalam amandemen UUD 1945
oleh komisi konstitusi dimasukkan dalam pasal 24 G ayat (1), berbunyi “
Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna
mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Dan ayat
(2) berbunyi : Sususnan, Kedudukan, dan kewenangan Ombudsman
Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang. Karena komisi

konstitusi ini menilai bahwa Ombudsman mempunyai pengaruh yang sangat

Dalam UU nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas),
khususnya pada matriks kebijakan program pembangunan hukum, UU Ombudsman Nasional
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja yang diharapkan tercapai dalam Program Nasional
Pembangunan Hukum tahun 2000-2004
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besar dalm mewujudkan cita-cita negara yakni pemrintahan yang baik (good
governance).
. Komisi Ombudsman Nasional

Pembentukan komisi ombudsman Nasional (KON) dimaksudkan
untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif
dalam pemberantasan KKN serta menigkatkan perlindungan hak-hak
masyarakat agar memperoleh pelayanan umum yang sebagai bagian dari
pelaksanaan prinsip good governance. Dalam perjalanan waktu, secara
evaluative dengan merujuk pada laporan tahunan(Laptah) dan laporan lima
tahunan KON, eksistensi komisi bentukan presiden itu masih dipandang
secara sebelah mata oleh aperatur penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2 (pengertian Ombudsman) Ombudsman Nasional adalah
lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan bersidat
mandiri, serta erwenang melakukan Klarifikasi, monitoring, atau
pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara
khususnya pelaksanaan oleh aperatur pemerintahan termasuk lembaga
peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 (tujuan Ombudsman) Ombudsman Nasional bertujuan:

a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan atau
mengembangkan  kondisi yang kondusif dalam melaksanakan

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
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b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh
pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.
Pasal 4 (tugas ombudsman) Ombudsman nasional mempunyai tugas :

a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga ombudsman.

b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi pemerintah,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli, praktisi,
organisasi profesi dan lain-lain.

c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi
mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam
melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

d. Mempersiapkan konsep rancangan undang-undang tentang ombudsman
nasional.

Pasal 5 (susunan organisasi) susunan organisasi ombudsman
nasional, terdiri atas :

a. Rapat Paripurna.

b. Sub Komisi.

c. Sekretariat.

d. Tim Asistensi dan Staf Administrasi.

Adapun tujuan Ombudsman Nasional sebagaimana dicantumkan
dalam Keppres No 44 Tahun 2000 adalah untuk membantu menciptakan
dan atau mengembangkan kondisi yang kondusip dalam melaksanakan

pemberantasan KKN  (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Serta
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meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh
pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Aapun
tugas pokoknya adalah menyiapkan konsep RUU (rancangan undang-
undang) Ombudsman, menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga
Ombudsman, melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan instansi
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli,
praktisi, organisasi profesi dan lain-lain. Serta melakukan langkah untuk
menindaklanjuti laporan atau informasi tentang penyimpangan Yyang
dilakukan oleh penyelenggara negarapada saat melaksanakan tugasnya
maupun dalam meberikan pelayanan umum .
Adapun susunan keanggotaan Komisi Ombudsman Nasional
sebagaimana dilampirkan dalam Keppres No 44 tahun 2000 tersebut adalah:
Ketua (merngkap Anggota) : Antonius Sujata, S.H
WKk. Ketua (merangkap anggota) : Prof. DR.CFG. Sunaryati Hartono,
S.H
Anggota : Prof. DR. Bagir Manan, S.H, MCL
Drs Teten Masduki
Ir. Sri Urif
RM. Surachman, S.H. APU
Pradjoto, S.H, MA

K.H. Masdar Farid Masudi, MA

# Lihat BAB Il Pasal 4 Tetang tugas pokok Keppres nomor 44 tahun 2000
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Dalam perjalanan selanjutnya Pradjoto, SH, MA dan Ir. Sri Urip
mengundurkan diri karena bertugas di tempat lain, sementara Prof. Dr.
Bagir Manan, SH, MCL mengambil langkah yang sama karena terpilih
menjadi Hakim Agung. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pada tahun
2003 diangkat seorang anggota Ombudsman yang baru bernama Hj. Erna
Sofwan-Sjukrie, dengan latar belakang mantan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta .

Sekedar catatan, sejak KON berdiri, 20 maret 2000 sampai April
2005, ada sebanyak 6.638 Laporan masuk, meliputi 3.491 Laporan Tertulis
dan sisanya berupa konsultasi melalui telpon, lisan atau e-mail. Laporan
tertulis dari publik tentang penyimpangan wewenang di lembaga pengadilan
menduduki peringkat yang diterima KON. Dari jumlah laporan tertulis,
2.443 (69,9 persen) suah ditindak lanjuti oleh KON. Selebihnya
dikembalikan kepada instansi awal karena bukan wewenang KON.
“Kelemahan struktural” komisi yang dipimpin oleh Antonius Sujata tersebut
juga terletak pada aspek kemandiriannnya sebab dibentuk atas dasar
keppres. Logikanya, dengan dasar pembentukan berupa kepress. KON
terkondisikan sebagai bagian dari eksekutif (pemerintah), sehingga
diragukan indepedensi kinerja komisi tersebut dalam menjalankan fungsi

pengawasan terhadap pemerintah itu sendiri (executive ombudsman). Di

http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/304-ombudsman-dalam
bingkai ketata-negaraan-ri-sejarah-pembentukan-dan-tantangan-kedepan.html diakses pada tanggal
24 September 2016 pada pukul 19:12



http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/304-ombudsman-dalam-bingkai-ketatanegaraan-ri-sejarah-pembentukan-dan-tantangan-kedepan.html
http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/304-ombudsman-dalam-bingkai-ketatanegaraan-ri-sejarah-pembentukan-dan-tantangan-kedepan.html
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samping itu, dasar hukum pembentukan lembaga ombudsman dengan
undang-undang lebih kuat kedudukannnya dibandingkan keppres, ebab
lembaga itu dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh presiden melalui suatu
ebijakan politis atau apapun alasan pembenarannya yakni dalam pencabutan

keppres tersebut®,

C. Priode Setelah Terbit UU Ombudsman RI
1. UU Nomor 37 Tahun tentang Ombudsman Republik Indonesia
Pembahasan RUU Ombudsman selama 8 (delapan) tahun telah
banyak sekali masukan, kritik, dan pandangan dari berbagai pihak., maka
dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) melalaui lembar negara nomor 139 tahun 2008
dan tambahan lembar negara 4899 yang disahkan dan diundangkan tanggal
7 Oktober 2008. Selain itu, penguatan lembaga Ombudsman di Indonesia
secara jelas tercantum sebagai pengawas pelayanan publik di dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public %,
Lahirnya UU (Undang-Undang) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
pelayanan Publik sebagai acuan bagi instansi pelayanan publik dalam
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Setahun sebelumnya,
Negara melahirkan undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang

ombudsman Republik Indonesia, yang memberi mandat kepada

!1bid. Aziz syamsuddin hal 63
*’Nuryanto A. Dain op. cit. h 58
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Ombudsman sebagai lembaga Negara Pengawas pelayanan public. Kedua
undang-undang itu merupakan push and pull system yang dilahirkan oleh
Negara dalam rangka mengejar percepatan pembangunan kualitas pelayanan
publik *.

Aziz Syamsuddin berpendapat setidaknya ada 6 (enam) materi
penting dalam Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 tahun 2008, yang
terangkum dalam 11 (sebelas) bab dan terjabarkan dalam 47 pasal. Enam
materi dimaksud : pertama, pertimbangan yang melatarbelakangi
pembentukan Ombudsman Rl dan UU Ombudsman RI. Kedua, Ketentuan
umum. Ketiga, tujuan Ombudsman RI. Keempat, asas dan sifat Ombudsman
RI. Kelima, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI. Keenam, tata
cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan oleh Ombudsman RI **.

Dengan demikian Ombudsman di Indonesia didukung oleh dua
undang-undang sekaligus dalam melaksanakan tugas pokok dan
kewenangannya Yyakni undang-undang no 37 tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, dan
tugasnya, Ombudsman meiliki keistimewaan berupa kekeblan hukum

(immunity) yakni dalam menjalankan tugasnya tidak dapat ditangkap,

*Untuk Para Pengabdi, Ombudsman Republik Indonesia
% Aziz Syamsuddin, op.cit 64
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ditahan, diintrogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan oleh semua
pihak.®

Kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman sebagaimana diatur
dalam pasal 8 UU Ombudsman diantaranya adalah :

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaiman dalam pasal 6
dan pasal 7 Ombudsman berwenang :

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari dari pelapor,
terlapor atau pihak lain yang terkaitmengenai laporan yang disampaikan
kepada Ombudsman.

b. Memeriksa keputusan, surat- menyurat, atau dokumen lain yang ada pada
pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan.

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang
diperlukan dari instansi yang diperlukan dari instansi mana pun untuk
pemerintahan laporan dari instansi terlapor.

d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang
terkait dengan laporan.

e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsoliasi atas permintaan

para pihak

%Lihat ketentuan yang diatur dalam pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia jo. Peraturan Ombudsman No. 8 Tahun 2011 tentang Grand
Design Ombudsman Republik IndonesiaTahun 2011-2026
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f. Membuat rekmendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk
rekomendasi untuk membayar gaji rugi dan/atau rehabilitasi kepada
pihak yang dirugikan

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan
rekomendasi *°.

Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman
berwenang:

a. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan
penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan
organisasi dan/atau prosedur pelayanan public.

b. Menyampaikan saran kepada Dewan perwakilan rakyat dan/atau
presiden, dewan perwakilan rakyat daerah dan/atau kepala daerah agar
terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladaministrasi >

Menurut Adnan Buyung Nasution, Anggota dewan pertimbangan

Presiden Bidang Hukum (2007-2009) alam bukunya berjudul Nasihat untuk

SBY:

Dalam kewenangannya Ombudsman berpegang pada asas
mendengarkan kedua belah pihak (imparsial) serta tidak menerima imbalan

apapun baik dari masyarakat yang melapor ataupun instansi yang

%Sunaryati Haryono dkk, Panduan investigasi untuk Ombudsman Indonesia, (Jakarta :
Komisi Ombudsman Nasional, 2003), h. 1-2

¥Lihat pasal 8 ayat (2) a dan b undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia
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dilaporkan. Ombudsman tidak memiliki kewenangan menuntut maupun
menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan
rekomendasi kepada instansi terlapor untuk melakukan koreksi terhadap diri
sendiri (self correction). Penyelesaian keluhan oleh Ombudsman merupakan
salah satu upaya alternaif penyelesaian masalah (alternative dispute
resolution) di samping cara lainnya yang membutuhkan waktu yang relative

lama dan biaya yang harus dikeluarkan .

D. Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Prinsip universal mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai
hak sama di hadapan hukum (equality before the law) serta berhak atas
perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun *. Sejalan
dengan itu, Undang-undang Dasar 1945 “ setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

40

merupakan hak asasi ™. dan “ setiap orang berhak untuk bebas dari

penyiksaan tau perlakuan yang merendahkan derajat martabat mausia dan

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” M

% Nasution, Adnan Buyung, Nasihat untuk SBY, Jakarta.

% parman Soeparman, Pengaturan Hak mengajuakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Dalam perkara Pidana bagi korban kejahatan

“O Lihat UUD 1945 Pasal 28G

' Lihat UUD pasal 28H
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Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang secara
tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang
dapat disebut sebagai penegak hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD menegaskan
bahwa “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” .
kekuasaan kehakiman dijalankan olen Mahkamah Agung (MA) dan badan
peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*?.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas
penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas
institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen),
kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi social,
ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan
demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup
keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruinya®?

Menurut Jimly As- Siddigie penegakan hukum adalah proses yang
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk

*2 |_ihat pasal 24 ayat (2) UUD 1945
**Badar Nawawi Arief, Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana
dalam penanggulangan kejahatan, (Semarang : KENCANA, 2000) h.20
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memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna dari penegakan hukum,
maka akan diuraikan pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut
subjeknya (pelakunya) dan pengertian penegakan hukum dari sudut Objeknya
(hukumnya).

Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek
luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses
penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap huungan
hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu
atau tidakmelakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma yang aturan
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkkan hukum.
Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aperatur
penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan
hukumberjalan sebgaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu,
aperatur penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika
hal itu diperlukan **.

Pengertian Penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup
makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup
nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit,
penegakan hukum hanya menyangkut peegakan peraturan yang formal dan

tertulis saja. Oleh karena itu, Law Enforcement diterjemahkan kedalam bahasa

* http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,diakses tanggal 14
september 2016


http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,diakses
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Indonesia penegakan hukum dalam arti luas dan ‘penegakan peraturan’ dalam
arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan
cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam
bahasa inggris sendiri dengan dikembangkan istilah ;the rule of law; versus the
rule of just law’ atau dalam istilah the rule of law and not of man’ versus istilah
‘the rule of law’ yang berarti ‘the rule of man by law’ . dalam makna ‘the rule
of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum. Tetapi bukan dalam
artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya. Dalam istilah the rule of law and not of man
dimaksudkan untuk menegakan bahwa pada hakikatnya pemerintahan sebuah
negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan orang. Istilah
sebailknya adalah the rule by law yang dimaksudkan pemerintahan oleh orang
yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka *.

Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin
hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung
prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak
saja aturan normatif (aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek pilosofinya
(aspek manfaat dan nilai keadilan). Upaya ini, juga memegang peran penting
bagi terwujudnya good governance.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

“1bid.
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factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai

arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-

faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1.

2.

Faktor hukumnya sendiri

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterpkan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

efektivitas penegakan hukum®.

*Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2014) Cet. ke-13, h. 8-9



